WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 28  TAHUN 2011

TENTANG

REVISI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor
13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Walikota Nomor 05 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan Daerah pada Poin V yang mengatur perubahan dan
pergesaran anggaran ;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);



5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara
RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

13. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;



27,

28.

29,

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman
pelaksanaan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran
2011,

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah tahun 2011;

Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan : REVISI PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah ................... Rp. 18.957.000.000,-
b. Dana Perimbangan............cccccceeuunnee. Rp. 416.629.222.000 ,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah......... Rp. 37.464.368.410.-
Jumlah Pendapatan .........c.ceeveveveuereuerereeeeeseneseseneseseeesssseesessesens Rp. 473.050.590.410.-

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawal v ssrssessossvsin Rp. 183.153.793.000,-
2) Belaija Hibah.. . s Rp. 5.146.300.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial............... Rp. 2.583.450.000,-

4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi / Kabupaten / Kota

Dan Pemerintah Desa................. Rp. 5.642.786.910,-
5) Belanja Tidak Terduga............... Rp. 1.250.000.000.-

Rp- 197.776.329.910,-

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai.......cccccovennenee. Rp. 17.331.250.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa............. Rp. 128.484.883.000,-
3) Belanja Modal..........ceceevuvenunnnen. Rp. 150.544.642.500.-
Rp. 296.360.775.500,-
N ETT T3 Tl I ————— Rp. 494.137.105.410,-
(DEISIt ).veverrerrerueeierieieeieietetresietet st aen e aens ( Rp 21.086.515.000,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan........ccccccccvveeeeeeeerieneeenennns Rp. 26.086.515.000,-

b. Pengeliaran . cusmsessssssswssmsnssuimes Rp. 5.000.000.000.-
Jumlah Pembigyaan Netl) ..o suamassmsanmnsossmmmmssserss Rp. 21.086.515.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan...................... Rp. Nihil




Pasal 2

Ringkasan Revisi Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6

Revisi Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam.
pada tanggal 20 9u»: 2011
!

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam H. DJAZULI KURIS

Nomor 9 o Tanggal 30 2«7 ( 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR . A 4...... SERI .. ............



